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Judul SOP Pengelolaan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Mekanisme Kerja dan Uraian Tugas
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan

1. Memahami prinsip pelayanan informasi publik: cepat, tepat dan akurat,
2. Memahami regulasi keterbukaan informasi publik.

3. Memahami tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.

4, Memahami klasifikasi dan verifikasi permohonan informasi.

5. Kemampuan komunikasi dan pelayanan prima.

6. Kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Permchonan Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi
3. SOP Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik

1. Naskah Dinas (Nota Dinas permintaan usulan data DIP ke unit teknis).
Format/Template Rekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP).

Draf Surat Keputusan (SK) Daftar Informasi Publik.

Aplikasi Sistem Informasi PPID atau Portal Website Kementerian.
Komputer, printer, dan jaringan internet.
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Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan ujung tombak pelayanan PPID dan harus dimutakhirkan secara berkala.
Apabila penetapan SK DIP terlambat, tidak lengkap, atau tidak akurat, hal ini akan menghambat proses pelayanan
permohonan informasi kepada publik, menyebabkan informasi yang beredar kedaluwarsa, serta berpotensi
menurunkan indeks kepatuhan Keterbukaan Informasi Publik kementerian. Keputusan akhir DIP wajib ditandatangani
oleh Atasan PPID (Sekjen).

Dokumen rekapitulasi usulan informasi dari masing-masing unit teknis,
Surat Keputusan (SK) Atasan PPID tentang Daftar Informasi Publik.
Dokumen Lampiran Daftar Informasi Publik (DIP).




SOFP Pengelolaan Daftar Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Ketenagakerjaan
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